Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

bahwa demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Tahun 1945 pembangunan di Daerah
memerlukan dukungan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut untuk
memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil
Konstruksi, Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah,
serta Pembinaan Jasa Konstruksi guna mewujudkan bangunan
yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas
sosial ekonomi kemasyarakatan;

bahwa setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang diperlukan dasar hukum di
Daerah sebagai bentuk kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Jasa
Konstruksi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023



Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Magelang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Darah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara,
menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu
dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau
pekerjaan Konstruksi.



10.

11.

Pembinaan Jasa Konstruksi adalah wusaha, tindakan, dan kegiatan yang
dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan
layanan Jasa Konstruksi.

Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai
kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Kontruksi.

Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan
informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan
telekomunikasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:
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kejujuran dan keadilan,;
manfaat;

kesetaraan;

keserasian;

keseimbangan,;
profesionalitas;
kemandirian;

keterbukaan;

kemitraan;

keamanan dan keselamatan;
kebebasan;

pembangunan berkelanjutan; dan

. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk
mewujudkan struktur usaha yang kuat, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil
Jasa Konstruksi yang berkualitas;

b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin
kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan
publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;

f. menciptakan integrasi partisipasi dan kolaborasi dari seluruh tahapan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan

g. menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kepastian hukum
dalam proses penyeleggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

b.

pembinaan Jasa Konstruksi;
tim pembinaan Jasa Konstruksi;



c.
d.

(1)
(2)

(3)

(4)

partisipasi masyarakat; dan
pendanaan.

BAB II
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Bupati melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
asosiasi perusahaan;

asosiasi profesi,

Pengguna Jasa,;

Penyedia Jasa;

perguruan tinggi/pakar;

pelaku rantai pasok;

tenaga kerja Konstruksi;

pemerhati konstruksi; dan

pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
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Pembinaan Jasa Konstruksi oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak di Daerah; dan

b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi
Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi yang berdampak di Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:

a.
b.
C.

d.

penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;

penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi kualifikasi kecil,
menengah, dan besar;

penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi kepada orang
perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan

pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa
Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk
Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi
yang Berdampak di Daerah

Paragraf 1
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang dilaksanakan



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.

Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:

a. teknisi atau analis; dan

b. operator.

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;

penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan,;

sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;

pelaksanaan pelatihan;

fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan

pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
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Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerja sama
dengan:

pendidikan vokasi;

lembaga pendidikan dan pelatihan;

asosiasi Jasa Konstruksi;

badan usaha; dan

instansi pemerintah lain yang terkait.
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Pasal 8

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dengan
metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar
Kompetensi Kerja.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan
produktivitas kerja.

Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan bagi tenaga terampil Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam mewujudkan
transparansi dan Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

Fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Data dan informasi Jasa Konstruksi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.



(4) Fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi tahapan:

a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;

b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;

c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan
Daerah; dan

d. pengelolaan sub-Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang
merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi
Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan Perizinan Berusaha Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar

Pasal 10

Penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi kualifikasi kecil, menengah,
dan besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 4
Penerbitan Perizinan Berusaha
Orang Perseorangan Sesuai Domisili dan Persyaratan

Pasal 11

Penerbitan perizinan berusaha orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 5
Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
Tertib Usaha Jasa Konstruksi, dan
Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Pasal 12

(1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:
a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran
pendapatan belanja daerah.

(3) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf ¢, dan huruf d terhadap pembiayaan
yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja negara/ anggaran
pendapatan belanja daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah provinsi.



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bupati melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi
terhadap segmentasi pasar yang:

a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan

b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan atau berbiaya kecil.

Pasal 13

Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;

b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;

c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan Konstruksi;

d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;

e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan

f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.

Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan
dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

Pasal 14

Bupati melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan

tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

a. usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah Daerah;

b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan
usaha Jasa Konstruksi;

c. kesesuaian bentuk dan Kualilikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa
Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;

d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan

e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan
material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah.

Pasal 15

Bupati melaksanakan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ harus memperhatikan
kesesuaian terhadap:

a. fungsi peruntukannya,;

b. rencana umur Konstruksi;

c. kapasitas dan beban; dan

d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan
pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan
Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi serta analisis dan dampak
penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan
Daerah.

BAB III
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

Pasal 17

Dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Bupati dapat membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

a.
b.

C.

(1)

(2)

pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan
Jasa Konstruksi; dan

forum Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 19

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara:

a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi
yang berdampak pada kepentingan masyarakat;

b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian
atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa
Konstruksi; dan

c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa
Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk
mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.



(3)

(4)

Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan
ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat
kegiatan Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Masukan Kepada Pemerintah Daerah
Dalam Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 20

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan cara:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(3)

masukan secara lisan;
masukan secara tertulis; dan
masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Bagian Keempat
Forum Jasa Konstruksi

Pasal 21

Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c
digunakan sebagai sarana:

a. komunikasi;

b. konsultasi; dan

c. informasi,

antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.

Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi

untuk:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa
Konstruksi; dan/ atau

c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Jasa Konstruksi.

Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. media elektronik; dan/atau
b. pertemuan.

Pasal 22

(1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam

(2)

Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi
melalui pertemuan.

Pasal 23

(1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum.



(2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 24
Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dapat bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal ...

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

UMUM

Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewrrjudkan bangunan
yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi
guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu
penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian
hukum, sehingga daerah membutuhkan pengaturan Jasa Konstruksi yang
menjadi kewenangan Daerah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20i7 Tentang
Jasa Konstruksi guna menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Tersebut.
Setelah itu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi.

Untuk itu diperlukan pengaturan Jasa Konstruksi sebagai justifikasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menyelenggarakan sesuai dengan
kewenangannya sebagai berikut:

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;

b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;

c. Pembinaan Jasa Konstruksi;

d. partisipasi masyarakat; dan

e. pendanaan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan” adalah

bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib



Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai
kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas manfaat" adalah bahwa segala
kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan
pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung
jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menfrmin
terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan
nasional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa
kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan
memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna
Jasa dan penyedia Jasa.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keserasian" adalah bahwa harmoni
dalam Jasa dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan penyedia
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan
untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat
tinggi.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa
penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada
prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbang antara
kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa
dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini,
untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai,
dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang
proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa
penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi
yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g
Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah bahwa dengan
penyelenggaraan Konstruksi dilakukan dengan Jasa
mengoptimalkan sumber daya mnasional di bidang Jasa

Konstruksi.



Pasal 3

Pasal 4

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa
ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga
terwujudnya transparansi dalam  penyelenggaraan Jasa
Konstruksi yang memungkinkan para pihak  dapat
melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh
kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat
dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa
hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis,
terbuka, dan sinergis.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan”
adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta
pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap
memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam
penyelenggaraan Jasa  Konstruksi terdapat kebebasan
berkontrak antara Penyedia Jasa dan pengguna
Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan”
adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan
dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan
yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi,
ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa
penyelenggaraan Jasa  Konstruksi memperhatikan dan

mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan

hidup.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...



